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BAB I
PENDAHULUAN

I.1.
Latar Belakang Masalah


Indonesia dikenal sebagai salah satu negara berkembang yang saat ini sedang melakukan pemulihan dan peningkatan dalam berbagai aspek. Dinamika pembangunan yang baik senantiasa membawa bangsa kita pada kehidupan yang lebih baik. Namun, masalah-masalah yang saat ini menjadi sorotan banyak negara, menjadi perhatian khusus bagi pemerintah dalam menentukan citra dan posisi bangsa kita di mata dunia. Mulai dari masalah Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), masalah kemiskinan, hutang luar negeri, kenaikan BBM, terorisme, perang antar etnis, Tenaga Kerja Indonesia ilegal (TKI ilegal), masalah kekerasan terhadap anak sampai pada masalah yang terbaru yaitu masalah bencana alam, dan lain-lain. Peliknya masalah-masalah ini, membuat kita harus kembali pada komitmen awal bahwa sebagai warga negara yang baik, harus memahami benar apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita.


Mengapa penulis mengatakan demikian? Terkadang bangsa Indonesia sendiri lupa akan tugas dan tanggung jawab mereka berikut peran dan fungsinya. Penulis rasa hal-hal seperti ini perlu diingat dan diangkat kembali karena ini menjadi salah satu komponen yang paling mendasar bagi kita untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Tidak hanya masyarakat tapi juga aparat negara yang dalam hal ini menjalankan seluruh sistem dalam negara kita.


Seperti yang kita ketahui dalam pemerintahan Indonesia terbagi ke dalam dua level pemerintahan yaitu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kedua level pemerintahan ini merupakan satu kesatuan yang saling mendukung satu sama lain, termasuk satu kesatuan dalam menghadapi masalah-masalah di atas. Keberhasilan pemerintah pusat didukung dengan keberhasilan pemerintah daerah dan begitu juga sebaliknya. Semua memiliki tugas dan semua memiliki peranan untuk membawa arah pembangunan kita ke arah yang lebih baik. Namun, dalam hal ini peneliti mencoba mengkaji peran pemerintah daerah saja.

Dalam sistem pemerintah daerah, seperti yang kita ketahui terdapat Gubernur, DPRD, Bupati atau Walikota, kecamatan dan kelurahan. Dari beberapa bagian tersebut, semua memiliki tugas dan wewenang masing-masing berdasarkan bidang dan lingkup tugasnya. Adapun dalam hal ini penulis hanya meneliti pada tingkat kelurahan saja mengingat kelurahan sebagai salah satu lembaga teknis pemerintahan daerah. Seperti yang dikatakan dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 bab IV, bagian ketiga tentang lembaga teknis daerah kabupaten atau kota, pasal 9 ayat (2) dan (3), yang berbunyi: 


(2) Lembaga teknis daerah kabupaten/kota mempunyai tugas membantu Bupati/Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidangnya.


(3) 
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), lembaga teknis daerah kabupaten/kota mempunyai fungsi:



a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya



b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah

Selain itu, berdasarkan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004, bab III tentang pembagian urusan pemerintahan, pasal 10 ayat (5) point C yang berbunyi:


Dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah di luar urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemerintah dapat:


a.   Menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan

b. Melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada gubernur selaku wakil pemerintah; atau 

c.  Menugaskan sebagian urusan kepada pemerintahan daerah dan/atau   pemerintah desa berdasarkan asas tugas pembantuan.

Sehingga jelas apa yang menjadi urusan atau kewenangan pemerintahan, tidak semata-mata menjadi urusan pemerintah pusat saja, tapi dapat ditugaskan kepada pemerintah daerah atau pemerintah desa


Adapun salah satu perangkat pemerintah daerah itu sendiri adalah kelurahan. Yang dimaksud dengan “kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten atau daerah kota di bawah camat”.
  Jika kita kaitkan dengan beberapa undang-undang di atas, dapat dikatakan bahwa kelurahan merupakan lembaga teknis dari pemerintahan daerah yang mendapat pelimpahan tugas dari kecamatan (perangkat daerah di atas kelurahan). Selain  didasarkan pada undang-undang dan peraturan yang ada, sudah menjadi suatu kewajiban bagi kelurahan untuk membantu pemerintah untuk menyukseskan pembangunan, terlebih lagi Indonesia saat ini dihadapkan pada berbagai permasalahan, seperti yang dikemukakan di atas. Dalam sebuah kutipan dijelaskan:

Dalam perspektif filosofi pemerintahan, tidak ada manusia yang hidup sendiri (selalu ada komunitas sosial) mendukung terbentuknya negara, didalamnya terdapat kontrak sosial untuk hidup bersama. Pemerintahan dibentuk oleh masyarakat agar kepentingan-kepentingan yang terdapat didalamnya dapat terakomodir sedemikian rupa sehingga masyarakat dapat menjalani kehidupannya dengan wajar 


Untuk mewujudkan di atas, jelas pemerintah dalam hal ini salah satunya adalah kelurahan sangat diperlukan peranannya.

Salah satu kelurahan yang dituntut peranannya dalam membantu pemerintah adalah kelurahan Sukaluyu Bandung. Dihadapkan dengan permasalahan yang saat ini sedang melanda kota Bandung yaitu masalah sampah, pemerintah saat ini benar-benar membutuhkan partisipasi dari seluruh pihak. Seperti  yang tertera dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2004, pasal 13 ayat (1) point J, yaitu pengendalian lingkungan hidup.
 Artinya, dalam aturan pun sudah mewajibkan pemerintah daerah untuk menyelesaikan hal-hal yang berkenaan dengan pengendalian lingkungan hidup yang dalam hal ini adalah masalah sampah. Meskipun ada instansi-instansi yang lebih berwenang untuk menangani masalah ini, tanpa ada kerjasama dan dukungan dari semua pihak, tentunya masalah-masalah ini akan lama teratasi atau bahkan mungkin saja tidak bisa diatasi. Untuk itulah, penulis mencoba untuk mengangkat sejauhmana peran kelurahan dalam menangani masalah sampah.
I.2.
Identifikasi Masalah


Identifikasi masalah merupakan langkah penting untuk mengetahui permasalahan utama yang hendak ditanyakan, diteliti dan dibahas. Adapun identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan kelurahan dalam mengidentifikasi permasalahan sampah di Kelurahan Sukaluyu Bandung ?

2. Bagaimana peranan kelurahan dalam menyelesaikan permasalahan sampah di Kelurahan Sukaluyu Bandung ?

3. Bagaimana peranan kelurahan dalam mengevaluasi permasalahan sampah di Kelurahan Sukaluyu Bandung ?
I.3.
Maksud dan Tujuan Laporan KKL


I.3.1
Maksud 


Maksud dari laporan KKL ini adalah mengetahui dan mengkaji lebih lanjut tentang peranan kelurahan untuk membantu pemerintah dalam menangani masalah sampah tepatnya di Kelurahan Sukaluyu Bandung, sehingga diharapkan hal ini nantinya akan memberikan kejelasan-kejelasan khususnya dalam kajian ilmu pemerintahan yang penulis pelajari.

I.3.2
Tujuan 


Adapun Tujuan dari laporan KKL ini adalah sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui peran kelurahan untuk membantu pemerintah dalam mengidentifikasi permasalahan sampah di Kelurahan Sukaluyu Bandung

2. Untuk mengetahui peran kelurahan untuk membantu pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan sampah di Kelurahan Sukaluyu Bandung 

3. Untuk mengetahui peran kelurahan untuk membantu pemerintah dalam mengevaluasi permasalahan sampah di Kelurahan Sukaluyu Bandung.

I.4.
Kegunaan Laporan KKL

1.4.1.
Kegunaan Teoritis
1. Laporan KKL ini diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan dan informasi bagi penulis atau peneliti lain yang sejenis sehingga berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada bidang Ilmu Pemerintahan.

2. Laporan KKL ini diharapkan dapat mengkaji lebih lanjut bagaimana dan sejauhmana peranan kelurahan dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam tataran pemerintahan.
3. Laporan KKL ini diharapkan dapat mengungkapkan informasi ilmiah melalui pengembangan ilmu yang dapat dimanfaatkan oleh pihak lain.

1.4.2.
Kegunaan Praktis
1. Bagi Kelurahan Sukaluyu Bandung, semoga laporan KKL ini dapat memberikan kontribusi bagi kelangsungan kerja dan peran kelurahan, khususnya dalam menghadapi masalah sampah yang ada di Kelurahan Sukaluyu Bandung agar lebih dapat ditingkatkan lagi dikemudian hari.
2. Bagi Akademis, semoga laporan KKL ini bisa memberikan manfaat bagi kajian Ilmu Pemerintahan dan sumber informasi serta rujukan bagi mahasiswa Ilmu Pemerintahan yang membuat laporan sejenis.
I.5
Kerangka Pemikiran

Kelurahan merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional yang berada dalam wilayah kabupaten atau kotamadya. Hal ini berarti bahwa kelurahan telah diberikan suatu kewenangan untuk mengurus dan mengatur kehidupan rumah tangganya berdasarkan aturan yang berlaku. Kelurahan pun memiliki kebebasan untuk memutuskan arah dan tujuan dari pembangunan yang diinginkan selama hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Begitu juga halnya apabila suatu kelurahan dihadapkan dengan suatu masalah yang dalam hal ini masalah sampah yang pada akhirnya akan berdampak pada lingkungan hidup dimana kelurahan tersebut berada. Meskipun sudah ada sejumlah instansi atau bagian yang berwenang untuk menangani masalah tersebut, namun kelurahan tetap berkewajiban menyelesaikan dan menentukan yang terbaik. Artinya, pemerintah kelurahan pun memiliki peranan yang dalam hal ini merupakan wujud dari peranan kelurahan untuk menata masyarakatnya.  Mengapa demikian? Seperti yang kita ketahui bahwa sumber dari sampah itu sendiri adalah produksi rumah tangga yang tanpa kesadaran dan pengaturan yang baik maka akan timbul permasalahan seperti yang dihadapi oleh kota Bandung. Selain masyarakat sendiri, diperlukan peranan aparat pemerintah terdekat untuk memberikan pengaturan secara lebih baik yang dalam hal ini aparat pemerintah terdekat yang memiliki frekuensi lebih sering untuk ke masyarakat, dan yang dapat terjun secara langsung untuk memberikan instruksi kepada RW/RT setempat adalah kelurahan. 

Berdasarkan pendapat ahli, ada beberapa pengertian tentang peranan, diantaranya adalah menurut Grass, Mason dan MC.Eachern yang dikutip dari buku David Berry yang menyebutkan “ peranan sebagai perangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu atau kelompok yang menempati kedudukan sosial tertentu “.
  Lain lagi pengertian peranan yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, ia mengatakan bahwa “peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.”.
 Selain itu, Soerjono Soekanto juga mengemukakan cakupan dalam peranan yang terbagi  kedalam tiga hal, yaitu:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

3. Peranan yang dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Dari penjelasan di atas memberikan gambaran bahwa setiap individu atau kelompok, yang dalam hal ini adalah kelurahan, menjalankan peranan sesuai dengan norma-norma yang dihubungkan dengan posisi kelurahan dalam masyarakat, yang artinya menjalankan peranan berdasarkan peraturan-peraturan yang membimbing kelurahan dalam proses pembangunan masyarakatnya, yang dalam hal ini penulis merujuk norma hukum berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah, dan norma sosial yang apabila peranan ini dijalankan oleh kelurahan maka akan tercipta suatu hubungan yang memunculkan nilai pelayanan antara kelurahan dengan masyarakatnya yang disebut dengan lingkaran sosial (social circle).
  Yang diikuti dengan apa yang dapat dilakukan kelurahan dalam masyarakat, dan juga perilaku kelurahan yang penting bagi struktur sosial masyarakat. 


Dalam perspektif filosofi pemerintahan, tidak ada manusia yang hidup sendiri (selalu ada komunitas sosial) mendukung terbentuknya negara, didalamnya terdapat kontrak sosial untuk hidup bersama. Pemerintahan dibentuk oleh masyarakat agar kepentingan-kepentingan yang terdapat didalamnya dapat terakomodir sedemikian rupa sehingga masyarakat dapat menjalani kehidupannya dengan wajar. Menurut Ryaas Rasyid, untuk mewujudkan hal tersebut, institusi pemerintahan mempunyai tujuh bidang tugas yaitu: menjamin keamanan, memelihara ketertiban, menjamin keadilan, melakukan pekerjaan umum, meningkatkan kesejahteraan, memelihara sumber daya alam, dan memelihara lingkungan hidup.


Seperti yang juga disebutkan dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2004, pasal 13 ayat (1) point J, bahwa salah satu kewajiban pemerintah daerah adalah pengendalian lingkungan hidup.
 Artinya, dalam aturan pun sudah mewajibkan pemerintah daerah untuk menyelesaikan hal-hal yang berkenaan dengan pengendalian lingkungan hidup yang dalam hal ini adalah masalah sampah. 

Namun, dalam suatu penyelesaian tidaklah semudah seperti kita membalikkan telapak tangan, diperlukan suatu proses secara bertahap agar penyelesaian tersebut mancapai titik maksimal.  Prof. Pamudji dalam menjelaskan beberapa pendekatan administrasi negara, bahkan memasukan administrasi negara juga sebagai salah satu cabang ilmu pemerintahan. Menurut Dwight Waldo, administrasi negara adalah manajemen dan organisasi daripada manusia-manusia dan peralatannya mencapai tujuan pemerintah. Artinya dalam ilmu pemerintahan mengandung unsur manajemen yang diperlukan dalam sebuah pengelolaan segala aspek dalam pemerintahan, termasuk dalam penanganan suatu masalah. 
 Adapun fungsi dasar manajemen, termasuk dalam penyelesaian masalah secara umum adalah pengidentifikasian/perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Dalam hal ini pengidentifikasian termasuk kedalam tahap survai ke masyarakat untuk mencari sebab, pelaksanaan termasuk pada tahap tindak lanjut terhadap sebab-sebab yang telah ditemukan pada saat survai, dan evaluasi adalah tahap akhir dalam upaya peningkatan dan pencegahan kembali. Ketiga tahap dalam proses ini harus dilaksanakan dengan proses putaran (cyclical process) sehingga harus berlangsung secara terus menerus (continue) untuk mencapai titik maksimal.
I.6
Metode dan Teknik Pengumpulan Data

I.6.1
Metode 


Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Yang dimaksud dengan metode deskriptif adalah metode dengan cara memaparkan situasi atau peristiwa yang tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis dan tidak membuat prediksi.
  Sedangkan menurut Hadari Nawawi:

Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek/objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Sedangkan data yang digunakan merupakan jenis data kualitatif. Dalam Ilmu Pemerintahan, menurut Inu Kencana, data kulaitatif dikenal dengan metode induksi, yaitu “suatu metode dengan cara menarik kesimpulan dari fakta dan data yang diperoleh dalam kenyataan di lapangan dengan kita terlebih dahulu mengumpulkan seperangkat fakta dan data”.
  Beberapa model kualitatif yang dapat menjadi rujukan adalah sebagai berikut:
1. Dugaan Manajemen (Management Estimate), dimana peramalan semata-mata berdasarkan pertimbangan manajemen kelurahan, umumnya oleh manajemen senior yang dalam hal ini adalah lurah. Metode ini digunakan dalam kondisi yang sensitif terhadap intuisi dari satu atau kelompok kecil orang yang karena pengalamannya mampu memberikan opini yang kritis dan relevan dalam hal ini adalah pemerintah.
2. Riset Masyarakat (Market Reset), merupakan metode peramalan berdasarkan hasil survai yang dilakukan kemasyarakat. Metode ini akan menjaring informasi dari masyarakat potensial berkaitan dengan peranan kelurahan dalam pembangunan sarana kesehatan lingkungan kelurahan. Riset masyarakat tidak hanya membantu untuk peramalan tetapi juga untuk meningkatkan peranan kelurahan itu sendiri yang lebih menuntun pada perkembangan yang lebih baik.
3. Analogi Historis (Historical Analogi), merupakan teknik peramalan berdasarkan pola data masa lalu dari peranan-peranan yang dapat disamakan secara analogi, misalnya peramalan untuk peranan lurah  dalam pembangunan lingkungan kelurahan menggunakan model pelayanan yang telah diberikan ke masyarakat.


Namun, dari ketiga model di atas, penulis hanya menggunakan model riset masyarakat karena dalam hal ini informasi yang didapatkan dari masyarakat potensial akan lebih mendukung penulis dalam memaksimalkan data-data yang dibutuhkan mengenai peranan kelurahan, baik itu pembangunan sarana kesehatan lingkungan, aktivitas kebersihan maupun upaya-upaya lain yang berkaitan dengan pengendalian lingkungan.

I.6.2
Teknik Pengumpulan Data


Data merupakan suatu unsur atau komponen utama dalam sebuah laporan atau penelitian.  Data yang digunakan adalah data yang harus benar dan sesuai dengan kebutuhan riset atau penelitian sehingga tidak mengahasilkan informasi atau hasil yang salah. Menurut Rosadi Ruslan:

Pengumpulan data (input) merupakan suatu langkah dalam metode ilmiah melalui prosedur sistematik, logis, dan proses pencarian data yang valid, baik diperoleh secara langsung (primer) atau tidak langsung (seconder) untuk keperluan analisis dan pelaksanaan pembahasan (process) suatu riset secara benar untuk menemukan kesimpulan, memperoleh jawaban (output) dan sebagai upaya untuk memecahkan suatu persoalan yang dihadapi peneliti.


Adapun data yang didapatkan peneliti sebagai sumber bukti dalam penelitian ini adalah :
1. Wawancara yaitu percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.
 

Adapun dalam penelitian ini, penulis mewawancarai beberapa key informants ( sumber informasi ), yaitu :

Tabel I.1

Sumber Informasi Wawancara
	No
	Nama
	Waktu

	1
	Lurah, Kelurahan Sukaluyu
	30 – 31 Agustus 2006

	2
	Staff  Kelurahan
	30 – 31 Agustus 2006

	3
	Para RW di Kelurahan Sukaluyu
	1 – 3 September 2006


2. Dokumentasi, yaitu pemanfaatan informasi melalui dokumen-dokumen tertentu yang dianggap mendukung.  Beberapa dokumen yang digunakan adalah Perda nomor 11 tahun 2005, Keputusan Walikota Bandung tentang uraian tugas jabatan struktural pada unit organisasi kelurahan, peta wilayah Kelurahan Sukaluyu Bandung, dan struktur organisasi kelurahan Sukaluyu Bandung. Adapun Manfaat penggunaan dokumen dalam hal ini adalah :

a. Dokumen membantu pemverifikasian ejaan dan judul atau nama yang benar dari organisasi yang telah di singgung dalam wawancara

b. Dokumen dapat menambah rincian spesifik lainnya guna mendukung informasi dari sumber-sumber lain; jika bukti dokumenter bertentangan dan bukannya mendukung, peneliti mempunyai alasan untuk meneliti lebih jauh topik yang bersangkutan.
3. Observasi atau pengamatan yaitu peneliti mengadakan pengamatan secara langsung terhadap pelaksanaan kegiatan di dalam penanganan masalah sampah. Pengamatan yang dilakukan dalam hal ini adalah mengamati keberadaan tempat pembuangan sampah di beberapa RW, mengamati cara kerja pembakaran sampah pada tong yang sudah dibuat oleh masyarakat, mengamati kegiatan jumat bersih dan pertemuan yang dilakukan oleh kelurahan dan para ketua RW. Adapun Penulis menggunakan pengamatan adalah sebagai berikut:

a. Teknik pengamatan ini didasarkan atas pengamatan secara langsung.  Jika sumber-sumber yang lain kurang meyakinkan, maka jalan ditempuhnya adalah mengamati sendiri, yang berarti mengalami sendiri peristiwanya.

b. Teknik pengamatan juga memungkinkan melihat dan mengamat sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan yang sebenarnya.

c. Pengamatan memungkinkan peneliti mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan proposisional maupun pengetahuan yang langsung di peroleh dari data

d. Sering terjadi ada keraguan pada peneliti, jangan-jangan pada data yang dijaringnya ada yang keliru atau bias.  Kemungkinan keliru itu dapat terjadi karena kurang dapat mengingat peristiwa atau hasil wawancara, adanya jarak yang diteliti dengan yang diwawancarai, atau karena reaksi peneliti yang emosional pada suatu saat.  Jalan yang terbaik untuk mengecek kepercayaan data tersebut adalah dengan jalan memanfaatkan pengamatan

e. Teknik pengamatan memungkinkan peneliti mampu memahami situasi-situasi yang rumit.  Situasi yang rumit mungkin terjadi jika peneliti ingin memperhatikan beberapa tingkah laku sekaligus.  Jadi pengamatan dapat menjadi alat yang ampuh untuk situasi-situasi yang rumit dan untuk perilaku yang kompleks

f. Dalam kasus-kasus tertentu dimana teknik komunikasi lainnya tidak memungkinkan, pengamatan dapat menjadi alat yang sangat bermanfaat. 

4. Kepustakaan yaitu pengumpulan data atau keterangan melalui bahan bacaan berupa buku-buku dan catatan yang ada kaitannya dengan masalah yang diangkat.

I.7
Lokasi dan Waktu Pelaksanaan KKL


Lokasi yang digunakan sebagai tempat Kuliah Kerja Lapangan (KKL) yaitu berada di Kelurahan Sukaluyu yang beralamat di Jalan Rereng Wulung No.16 Bandung. Adapun agenda pelaksanaan KKL yang dilakukan adalah sebagai berikut :


Tabel I.2
Kegiatan dan Waktu Pelaksanaan KKL

	Waktu
Kegiatan
	Jun

2006
	Jul

2006
	Ags

2006
	Sept

2006
	Okt

2006
	Nov

2006
	Des

2006

	Pembuatan surat-surat 
	
	
	
	
	
	
	

	Pelaksanaan KKL
	
	
	
	
	
	
	

	Bimbingan KKL
	
	
	
	
	
	
	

	Pembuatan Laporan
	
	
	
	
	
	
	

	Pengumpulan Laporan
	
	
	
	
	
	
	


      � Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 84 tahun 2000: Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.  Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah.   http://www.Indonesia.go.id/produk_uu/pp-84-00_html
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